
BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 47 TAHUN 2O2I

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP VITAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang: a. bahwa pada setiap Satuan Keda Perangkat Kabupaten/Unit Kerja di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, terdapat arsip vital
yang perlu diselamatkan untuk menjamin kelangsungan
berj alannya organisasi;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengamanan dan penyelamatan
arsip vital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara agar
dikelola dengan baik dan benar, perlu adanya Pedoman Pengelolaan
Arsip Vital;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh
Utara tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor lO92);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2OO9 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 44sz)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2ol5 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201s Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201s
Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2Ol2 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2oog tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Tahun 2ol2 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
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6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2005 tentangPedoman perlindun-gan, pengamanan, dan e..ry.f.*.i.iDokumen/Arsip Vital Negara;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANGPENGELOLAAN ARSIP VITAL DI LINGKUNGAN

KABUPATEN ACEH UTARA.

7. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2O19 tentang penyelenggaraan
Kearsipan (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 14);

8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 19 Tahun 2011 tentang pedoman
Tata Kearsipan di Aceh (Berita Daerah Aceh Nomor 23);

9. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan perangkat Kabupaten A".h ,l;;;(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh -Utara 
Tahun 2016 N;_;;;]Tambahan Lembaran Dairah Kabupaten Aceh Utara Nomor 2t9tsebagaimana telah diubat beberapa f.afi t..alfrir-;;;;;^ b;;;Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 tahun 2O2l tentang"p"r_;;;;;

atas. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun Z:O f O i".rt""SPembentukan dan Susunan_ perangkat D.e.ah f"Urp.t.r, 
-e""i

Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utira Tahun 2021 Nomor 1); 
----

10. Peraturan_ Bupati Aceh Utara Nomor 22 Ta}rln 2OlT |entangS_usunan,T\rgas, Fungsi rlan Tata Kerja Dinas perpustakaan danKearsipan Kabupaten Aceh Utara perita Daerah rrt"put.., a".i.-Utara Tahun 2OlT Nomor 22);

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pd:y. Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :1. Kabupaten adaiah Kabupatei ncefr Utara.---"

PEDOMAN
PEMERINTAH

2

3
4

5

6

Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahanKabupaten yang terdiri atas Bupati a""'e.i'""gi.-"t Kabupaten.
Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
l3P:" . 

Kerja Perangkat Kabupaten 
. 
yang selanjutnya disingkatSKPK adatah perangkat pemerinLh K"b;;;;.;Aceh Utara.Dinas adalah Satuan 

, .{..j. - e"..igf."i Kabupaten yangmenyelenggarakan urusan bidang kearsipa"n.
Anggaran pendapatan dan Belinja X"U"f"t." yang selanjutnyadisingkat APBK adalah anggaian 

--p."l"pu,"" 
dan BelanjaKabupaten Aceh Utara.

7. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.8. Pengelotaan arsip vital adataf, k+i";;-;;;gaturan arsip vital daripembentukan tim sampai-d..rg"., f,..rgg,rlaan arsip vital.9' Arsip adarah rekaman kegia'tan'"1ii-p.li"ti** d;r"; berbagaibentuk dan media. sestLi dengan 'p-erkembangan 
teknoloeikomunikasi informasi dan komuni'kasi fig Jil;i;;";il;t#oleh lembaga negara, pemerintahan a"""."fr, lembaga pendidikan,perusahaan, organisasi politik, o.g".ri"."i- t._""fi;"[;,";";;;perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan'U.rrrr""y...tui,

, berbangsa dan bernegara.
10. Arsip dinamis adalah r.pip {?.rS digunakan secara langsung dalamkegiatan pencipta arsip dan al"ilrp"? 

""f"r"":""Sta waktu tertentu.

/) 7I

_c_



J-

11. Arsip vital adalah alsip yang keberadaannya merupakan
persyaratan dasar bagi 

_ 
kelangsungan operasional pencipta, tidak

- dapat diperbarui, dan tidak tergantitan apabila .rsat atau t ii.;;---
12' Arsiparis adalah seseorang yang memiiiki kompeten"i ar uia?.rgkearsipan yang diperoleh- melalui pendidikan'formal ;";E;;pendidikan dan pelatihan kearsipan 6erta mempunya fungsi, tugas
_ ^ 93n tanggungjawab melaksanakin kegiatan keaisipan.
13. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebigai hasil darikewenangan hukum dan otorisasi legal serta kebiradaan sarana
. . P""1, untuk mempermudah p...-r"ri dan pemanfaatan arsip.
14. lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat LKD ;dalah

lembaga yang memiliki. fungsi, tugas, d-an tanggung-jaw"U ai tiJ""gp_engelolaan arsip statis dan pembinaan keiriipa-n di pemerintafi
Kabupaten Aceh Utara.

15. Unit Pengolahan adalah satuan. kerja pada pencipta arsip yang
mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolih semua 

"."i, ,a..rE
. - p.ert<ai-lan dengan kegiatan pinciptaan a.sip iitingt ud;;"y;.- '*""
16. Unit Kearsipan adalah satuarl kerja pada pencipL aisip yane

mempunyai tugas dan tanggung .lawib daiam p.ry.t.rigr."'#
kearsipan.

17. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian danotoritas dalam peiaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab dibidang pengelolaan arsip dinamis.
ts' latl Usaha unit pengolah adarah unit atau staf ketatausahaan pada

Unit Pengolah.
19. Pimpinan Unit pengolah adalah kepala atau pimpinan yang

bertanggung jawab atas penyelesaian 
"rLt., 

,*""., kegiatan.

Pasal 2
Maksud ditetapkannya peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalamrangka mengelola, menyimpan dan mengadakan periindr.rgr., 

".it,penggunaan arsip vital bagi yang berhak di pemerintah XaUupiten. 
--- --

Pasal 3
Tujyan d-itetapkannya peraturan Bupati ini adarah terseramatkannya
arsip vital, serta adanya ketepatan, kiseragaman dan keamana" Jrfl-menyimpan dan melindungi arsip vital di pJmerintah Kabupaten,

Pasal 4
Penentuan arsip vital didasarkan atas kriteria sebagai berikut:
a. merupakan 

-prasyarat bagi keberadaan instansi] karena tidak dapat
, digantikan_ dari aspek administrasi *"rprrr'i"g.iit.".ry";
b. sangat dibutuhkan untuk menjamiri k.t"rg".,rrg"r, operasionalkegiatan instansi karena.berisi informasi y".rg aifr.,.r.f.; ;.;A;irekonstruksi apabila terjadi bencana;
c. berfungsi sebagai bukti kepemilikan i<ekayaan (asset) instansi;d. berkaitan dengan kebijakan strategis i""tu""i.

Pasal 5
Ru.gS lilekup pengeloiaan arsip vital adalah:
a. identifikasi;
b. penataan;
c. perlindungan dan pengamanan;
d. penyelamatan dan pemulihan; dan
e. akses dan layanan.

oP&
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faktor-faktor perusak;
metode perlindungan;
pengamanan lisik dan informasi; dan
penyimpanan.

Pasal 9

Pasal 7
(1) Penataan 

- 
sebagaimana dimaksud dalam pasar 5 huruf b dilakukanterhadap hasil identifikasi arsip ,itat t;; ;;tputi kegiatl;;---**..a. pendeskripsian;

b. pengelompokan;
c. pemberkasan;
d. penyusunan daftar arsip vital; dan
e. penyusunan daftar induk arsip vital.

(2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tercantum dalamLampiran II yang merupakan tlgi"" -Aa"i, t..pi";hk;rr*;;;;Peraturan Bupati ini.

Pasal 8
(1) Perlindungan_dan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal

5 huruf c meliputi:
a.
b.

d.
(2) Perlindungan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tercantum dalam. iampiran III G;;;;.upakan bagian tidakterpisahkan dari peraturan-Bupati ini.

(1) Penvelamatan dan nemulihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5huruf d merupakan k.si.i;;p;;;"Ei 
"*?"1*,p vitat.(2) Penyelamatan sebagaimana dimaksu"d pada ayat (1) meliputikegiatan evakuasi arsip vital, iJ.;#I;;;Jn,s a.stp dan pemutihan(recouery).

(3) Pemulihan (recouery) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputikegratan stabilisasi dan perlindurg"r, - ur"rp yang dievakuasi,penitaian tingkat kerusakan d"" ;;;;itii;"i t.urirr,i., ;;;;lffi;;
5';l?f;3i""" 

penyetamatan, p.o".i".--f"iyirnp^r"., kembati dan
(4) Penyelamatan dan pemulihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)tercantum dalam Lampiran IV. "y""g *J*pakan bagian tidakterpisahkan dari peraturan Bupati trn. ' 

----'

bYtr

pENGELoLitfi X*r," u,ro"
Pasal 6

tt) f!1-t1!t<asi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a meliputikegtatan:
a. kriteria arsip vital;
b. analisis organisasi;
c. pendataan;
d. pengolahan hasil pendataan;
e. penentuan arsip vital; danl. pen)'tlsunan daftar arsip hasil identilikasi.

(2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum daramLampiran I yang merupakan bJci; l,auri 
.t".pi;;k;;**;;;

Peraturan Bupati ini.



Pasal 10
(1) Akses dan layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal S huruf e

meliputi kegiatan:
a. akses dan layanan intemal; dan
b. akses dan layanan eksternal.

(2) Akses dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
daiam Lampiran V yang merLlpakan bagian tidal< 

-terpisahkan 
dari

Peraturan Bupati ini.
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

*

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 'l 3 Oktober 202r M

6 Rabiul- Awal 1443 H

ACEH

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya daiam nerit 

*XaUrpJt 
.,

Aceh Utara.

? AMMAD THAIBo
tIr {

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 13 oktober 202t M

5 Rabiu,l Awar1443 H

TARIS DAERAH
N ACEH UTARA

URTALA

SET
5
UJ
G

KH Atr

cE uH

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2021 NOMOR 
'-1 +

(
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LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 47 TAHUN 2021
TANGGAL 1 3 Ok1-ober 2O2l M

6 Rabiut Awal 1443 H

IDENTIFIKASI ARSIP VITAL

Dalam pengelolaan arsip vital, hal yang sangat penting adalah bagaimana instansi
pemerintah melakukan penentuan arsip yang dikategorikan menjadi arsip vital.
Kegiatan penentuan ini haruslah dilakukan secara hati-hati dan cermat melalui
prosedur yang sistematis. oieh karena itu perlu dibentuk tim kerja. Adapun langkah-
langkah kegiatan identifikasi arsip vital yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Organisasi
Analisis organisasi dilakukan untuk menentukan unit-unit kerja yang memiliki
potensi menciptakan arsip vital. Anaiisis organisasi dilakukan melalui pendekatan
analisis fungsi dan analisis substansi informasi:
a) Memahami struktur, tugas pokok dan fungsi organisasi;
b) Mengidentifikasi fungsi-fungsi substansi dan fungsi fasilitatif;
c) Mengidentilikasi unit-unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi yang

menghasilkan arsip sesuai dengan kriteria arsip vital;
d) Mengidentifikasi substansi informasi arsip yang tercipta pada unit-unit kerja

potensial sebagai pencipta arsip vital;
e) Membuat daftar yang berisi arsip vital dan unit kerja pencipta.

2. Pendataan
Pendataan atau survei merupakan teknik pengumpulan data tentang arsip vital.
Pendataan dilakukan untuk mengetahui secara pasti jenis-jenis arsip vital pada
unit kerja yang potensial. Pendataan dilakukan dengan -engguraka., formulir
yang berisi informasi tentang organisasi pencipta dan unit kerja, jenis (series
arsip), media simpan, sarana temu balik, volume, periode (kurun waktu), retensi,
tingkat keaslian, tingkat kerahasiaan, lokasi simpan, sarana simpan, kondisi
arsip, nama dan waktu pendataan.

3. Pengolahan Hasil Pendataan
Hasil pendataan arsip vital diolah oleh tim kerja untuk memperoleh kepastian
bahwa hasil identilikasi memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Tim kerja terdiri
dari pejabat yang mewakili unit kearsipan, unit hukum, unit pengawasan, unit
pengelola aset, dan unit-unit lain yang potensial menghasilkan arsip uitat.

Pengolahan dilakukan berdasarkan kriteria arsip vital dengan disertai analisis
hukum dan analisis resiko sebagai berikut:
1) Analisis Hukum

Analisis hukum adalah 
_ 
analisis yang mempelajari arsip vital yang tercipta

mengandung hak-hak hukum individu/organisasi;
2) Analisis resiko adalah analisis yang mempelajari perhitungan kerugian yaitu

dengan menafsir berapa kerugian ya.rg .rian ditanggung jii<a arsip 
"uitr paa.

pencipta arsip hilang/rusak, dengan mempertimba.rgk".r, - -

a) Berapa lama waktu yang diperlukan agar informaii dapat direkonstruksi dan
berapa biaya yang dibutuhkan;

b) Rerapa banyak waktu yang menjadi tidak produktif dan berapa biaya yang
harus dikeluarkan;

c) Berapa banyak hilangnya kesempatan mendapatkan keuntungan; dan
d) Berapa_ besar kerugian yang diarami organiiasi dengan tidik adanya arsip

yang dibutuhkan.

r bt
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4 Penentuan Arsip Vital
sebelum melakukan penentuan arsip vital, terlebih dahulu dilakukan pengujian
terhadap kesesuaian antara kriteria arsip vital dengan anaiisis hasil organisasi
dan analisis hasil pendataan. sehingga alpat dipastlkan jenis-jenis arsip vital aiinstansi yang bersangkutan secara paiti.

Penyusunan Daftar Arsip Hasil ldentihkasi5
Setelah ditentukan arsip vital, langkah selanjutnya adalah men5rusun daftar arsipberdasarkan hasil identlfi kasi

PENDATAAN / SURVEI ARSIP VITAL

EH

NhD rHare

nstan S1

Unit Kerja

Media Simpan

Sarana Temu Balik

Volume

Periode/ Kurun Waktu

Jangka Simpan

Tingkat Keaslian

Tingkat Kerahasiaan

Lokasi Simpan

Sarana Simpan

Kondisi Arsip

e Arsipnls rl

Waktu Pendataan

Nama

&t

t,
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LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 47 TAHUN 2O2I
TANGGAf 13 oktober 2O2t M

6 Rabiul AwaI ;44gH

PENATAAN ARSIP VITAL

Penataan arsip vital adalah penataan fisik arsip vital hasil identifikasi yang
meliputi kegiatan:

A. Pendeskripsian adalah penuangan informasi arsip vital dengan jelas dan
informatif ke dalam kartu deskripsi yang sekurang-kurangnya memuat
informasi:
1. Pencipta Arsip/Unit Kerja;
2. Bentuk Redaksi/Jenis Arsip;
3. Isi Informasi Arsip;
4. Kurun Waktu;
5. Jumlah; dan
6. Tingkat Keaslian/Tingkat Perkembangan

CONTOH KARTU DESKRIPSI
PENCIPTA ARSIP NO. SEMENTARA NO. DEFINITIF

KODE INDEKS

ISI

KETERANGAN TAHUN

Petunjuk Pengisian:
1. Pencipta Arsip
2. No. Sementara
3. No. Definitif
4. Kode
5. Indeks
6. Isi

7. Tahun

: SKPK/unit kerja yang menciptakan arsip
: Nomor sementara sebelum dilakukan pengelompokan
: Nomor definitif setelah dikelompokan
: Kode klasifikasi
: Kata tangkap (senes arsip)
: Informasi yang terkandung dalam arsip seinformatif
mungkin

: Tahun arsip diciptakan

B. Pengelompokan adalah mengelompokkan jenis arsip vital berdasarkan:
1. Klasifikasi arsip;
2. Jenis/kriteria arsip.

c. Pemberkasan adalah mengelompokkan arsip vital dengan cara:
1. Mencari kelengkapan berkas arsip vital dengan menyatukan informasi dan

fisik arsip vital yang memiliki keterkaitan informasi;
2. Memisahkan antara arsip vital asli dengan arsip vital copi/duptikat.

Diusahakan agar arsip vital asli yang memiliki keterkaitan informasi
disatukan ke dalam satu berkas, sedangkan duplikat/copinya diperlakukan

tbt
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sebagai berkas arsip aset duplikat/copy untuk disimpan secara terpisah
(dispersal); dan

3. Apabila dikehendaki, dapat dilakukan pemisahan sub kelompok antara arsip
substantif dengan berkas prosesnya.

Penyusunan Daftar Arsip vital adalah kegiatan pembuatan daftar arsip vital
sebagai sarana bantu penemuan kembali arsip vital. Daftar Arsip vital
sekurang-kurangnya memuat informasi:

E

1 Nomor Diisi dengan nomor urut arsip vital

2 Jenis Arsip : Diisi dengan jenis arsip vital yang telah didata

3 Unit Kerja : Diisi dengan nama unit kerja asal arsip vital

4 Kurun Waktu : Diisi dengan tahun arsip vital tercipta

5 Media : Diisi dengan jenis media rekam arsip vital

6 Jumlah : Diisi dengan banyaknya arsip vital, misal: 1

berkas
7 Jangka Simpan : Diisi dengan batas waktu sebagai arsip vital

8 Metode Perlindungan : Diisi dengan jenis metode perlindungan sesuai
dengan kebutuhan masing-masing media
rekam yang digunakan

9 Lokasi Simpan : Diisi dengan tempat arsip tersebut disimpan

10 Keterangan : Diisi dengan informasi spesifik yang
belum/tidak ada di kolom yang tersedia

Daftar Arsip Vital yang telah disusun ditandatangani oleh ketua tim.

Penyusunan Daftar Induk Arsip Vital
1. Pembuatan Daftar Indrrk Arsip vital dilaksanakan di unit kearsipan SKpK;2' Pembuatan Daftar Induk Arsip vital di unit kearsipan ^ 

-"..rp"ka.,
- ran-gkuman dari daftar arsip vital di unit pengolah SKpK;
3. Daftar Induk Arsip vital selanjutnya dikirlmkan ke Lembaga Kearsipan

Daerah;
4. Pembuatan Daftar Induk. Arsip vital di Lembaga Kearsipan Daerah

merupakan rangkuman dari Daftar Arsip Vital SKPK. -

I, 7
A
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CONTOH DAFTAR INDUK ARSIP VITAL

INSTANSI
BIDANG SUB BIDANG BAGIAN :

LOKASI
SIMPAN

Petunjuk Pengisian:
1. Instansi :

2. Unit kerja :

3. Judul arsip :4. Bentuk/format arsip :5. Jumlah
6. Retensi :

7. Tahun :

8. Iokasi simpan ;

9. Alasan perlindungan :

10. Metode
I 1. Pemindahan :

12. Duplikat ;

13. Penyimpan :

14. Instruksi khusus :

diisi.dengan nama organisasi dengan nomor berdasarkanstruktur organisasinva
diisi berdasarkan unii kerja
diisi se-suai dengan arsipnya
clr lsl tgkstual, foto, kartografi
diisi dengan jumlah arsiinya
diisi dengan masa simDan
diisi dengan tahun arsip tercipta
diisi dengan tempat penyimpdnan arsip
9ll:l q."C"" tingkat informasi yang terkandung
drrst dengan metode penyimpanan
_diisi dengan waktu d-an londisi pemindahan arsiodiisi dengan pembuatan duplikal arsij 

'----- -- -'.-
diisi dengan kondisi arsip siat disimoln
diisi dengan instruksi yahg diperlukdn

CEH UTARA, r
*

D THAIB

u.

NO INDUK
UNIT KERJA
JUDUL ARSIP
BENTUK/FORMAT
ARSIP
JUMLAH
RETBNSI
TAHUN
LOKASI SIMPAN
ALASAN
PERLINDUNGAN

TANGGAL FREKUENSIPEMINDAHAN

DUPLIKAT DIBUAT TANGGAL BENTUK DUPLIKAT LOKASI
SIMPAN

Scan tal
ASLI DUPLIKATPENYIMPAN

INSTRUKSI
KHUSUS

o
Ir U "t ,
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LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 47 TAHUN 2021
TANGGAL 13 Oktober 2O2lM

PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN ARSIP VITAL

A. Faktor-Faktor Perusak
1. Faktor-faktor perusak arsip vital dapat disebabkan oleh faktor bencana alam

dan faktor manusia;
2. Faktor bencana alam antara lain gempa bumi, banjir, tsunami, perembesan

air laut, longsor, kebakaran, letusan gunung berapi, badai, dan lain-lain;
3. Faktor manusia antara lain perang, sabotase, pencurian, penyadapan atau

unsur kesengajaan dan kelalaian manusia.

B. Metode perlindungan arsip vital yang dapat dilakukan meliputi:
1. Duplikasi

Duplikasi arsip vital dilakukan dengan metode digitalisasi khususnya
terhadap arsip aset dan produk hukum. Untuk arsip vital selain arsip aset
dan produk hukum, metode dupiikasi yang dilakukan dengan menciptakan
salinan atau digitalisasi. Penentuan kriteria arsip vital yang perlu dilakukan
digitalisasi ditentukan oleh unit kearsipan;

2. Pemencaran
Pemencaran arsip vital dilakukan dengan menyimpan arsip hasil duplikasi
ke unit kearsipan, sedangkan arsip vital yang asli disimpan di unit kerja
pencipta arsip vital tersebu!

3. Dengan peralatan khusus (uaulting)
Perlindungan bagi arsip vital dari musibah atau bencana dilakukan dengan
menggunakan peralatan penyimpanan khusus, seperti: almari besi, fi1ing
cabinet tahan api. Pemilihan peralatan simpan tergantung pada jenis, media
dan ukuran. Namun demikian secara umum peralatan tersebut memiliki
karakteristik tidak mudah terbakar (sedapat mungkin memiliki daya tahan
sekurang-kurangnya 4 (empat) jam kebakaran), kedap air dan bebas medan
magnet untuk jenis arsip berbasis magnetik/elektronik.

C. Pengamanan Arsip Vital
1. Pengamanan fisik arsip vital meliputi:

Pengamanan fisik arsip vital dilakukan dengan maksud untuk melindungi
arsip dari ancaman faktor-faktor pemusnah/perusak arsip.
Contoh pengamanan Iisik arsip vital adalah:
a. Penggunaan sistem keamanan ruang penyimpanan arsip seperti

pengaturan akses, pengaturan ruang simpan, penggunaan sistem alarm
dapat digunakan untuk mengamankan arsip dari bahaya pencurian,
sobatase, penyadapan dan lain-lain;

b. Menempatkan arsip vital pada tingkat ketinggian yang bebas dari banjir;
c. Struktur bangunan tahan gempa dan lokasi yang tidak rawan gempa,

angin topan dan badai; dan
d. Penggunaan ruangan tahan api serta dilengkapi dengan peralatan alarm

dan alat pemadam kebakaran dan lain-lain.
2. Pengamanan informasi arsip vital

Dalam rangka pengamanan informasi dan layanan penggunaan arsip vita1,
pengolah arsip vital harus melakukan pengaturan sebagai berikut:
a) Menjamin arsip hanya digunakan oleh orang yang berhak;
b) Memberi kode rahasia pada arsip vital; dan
c) Membuat spesifikasi orang-orang yang memiliki hak akses.

$ory
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D. Penyimpanan
1. Penyimpanan arsip vital dilaksanakan dengan prinsip dasar aman, terjaga,

terpelihara, mudah diakses dan efisien.
2. Penyimpanan arsip vital memuat ketentuan minimal penyimpanan arsip

vital sebagai berikut:
a) kondisi lingkungan, dengan memperhatikan tempat penyimpanan arsipvital yang jauh dari lokasi yang berbahaya sepirti area pinyimpanan

bahan kimia, dapur, unit AC, kamar mandi dan basement;
b)jalan masuknya terkontroi dan terhindar dari unsur-unsur yang

mengganggu keamanan arsip vital;
c) meiaksanakan kontrol lingkungan secara tepat sesuai dengan

retensinya/jangka waktu simpan arsip;
d) menjaga kondisi fisik arsip tetap baik, suhu agar dijaga tidak melebihi

270 c dan mempunyai kerembaban tidak lebih aari eo%;-
e) kondisi arsip agar tidak terkena sinar pencahayaan langsung;
f) lingkungan agar bersih dan tidak terkontaminasi dengJn inJustri dan gas

serta sirkulasi udara yang bebas dan segar;
g) ruang penyimpanan arsip media magn.tik, (arsip audio visual dan arsip

elektronik) harus terlindung dari medan magnet;
h)adanya program pencegahan bahaya untuk menjamin arsip tidak hilang

dan ditangani dengan baik;
i) pencegahan kebakaran dan unsur lainnya termasuk pemasangan

heat/ smolce .detection, fire alarrn, sprinkler-system, yang terpasang di
masing-masing ruangan/lantai penyimpanan aisip.3. Penyimpanan arsip vital dilaksanakan 

-dengan 'menentukan 
pemilihan

lokasi yang terdiri:
a) penyimpanan di dalam lingkungan instansi (on site storage);
b) penyimpanan di luar lingkungan instansi loif site storag$.4. PenyimpalT di dalam lingkungan instansi (on sife stora{el' terbagi menjadi:
a) instansi besar dengan volume arsip vital cukup binyak, riaka perlu

membuat tempat penyimpanan khusus arsip vital;
b) instansi kecil dengan jumlah arsip sedikit, maka penyimpanan arsip

vitalnya disimpan pada lemari besi berlapis baja tairan rpi da., bebas
asam.

5. Penyimpanan di
memperhatikan:

luar lingkungan instansi tolf site storagel, dengan

a) lokasi gedung penyimpanan arsip vital relatif lebih murah daripada lokasi
kantor instansinya;

b) lokasi gedung penyimpanan arsip vital tid.ak berada pada lingkungan
yang memiliki kandungan polusi tinggi serta hindari daerah ,r**, fanJlr
dan atau lokasi bekas hutan dan perkebunan;

c) lokasi penyimpanan arsip vital agar tidak berdekatan dengan
_ keramaian/permukiman yang padat p.rrduduk;

d) lokasi penyimpanan arsip vital mudan dijangkau untuk pengiriman,
penggunaan malrpun transportasi pegawai serta mudah d.iakses.
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PENYELAMATAN DAN PEMULIHAN ARSIP VITAL

Penyelamatan dan pemulihan (recouery\ arsip vital pasca bencana atau musibah
dilakukan dengan langkah-langkah:

A. Penyelamatan/ Evakuasr
Untuk menjaga kemungkinan kerusakan yang lebih parah diperlukan langkah-
langkah penyelamatan arsip vital pasca musibah atau bencana sebagai berikut:
1. Mengevakuasi arsip vital yang terkena bencana dan memindahkan ke tempat

yang lebih aman.
2. Mengidentifikasi jenis arsip yang mengalami kerusakan, jumlah dan tingkat

kerusakannya dengan mengacu pada daftar arsip vital.
3. Memulihkan kondisi (recouery\ baik untuk fisik arsip vitalnya maupun tempat

penyimpanannya yang dapat dilakukan dalam bentuk rehabilitasi fisik arsip
atau rekonstruksi bangunan.

B. Pemulihan (Recouery\
1. Stabilisasi dan perlindungan arsip yang dievakuasi

Setelah terjadi bencana sesegera mungkin dilakukan perbaikan terhadap
kerusakan struktur bangunan atau kebocoran, pengaturan stabilitas suhu
udara dan kelembaban dapat dikurangi dengan pengaturan sirkulasi udara
atau menggunakan kipas angin. Apabila seluruh bangunan mengalami
kerusakan, maka arsip yang sudah dievakuasi ke tempat aman harus dijaga
untuk mencegah kerusakan yang semakin parah, karena dalam waktu 48 jam
arsip tersebut akan ditumbuhi jamur, yang kemudian akan segera
membusuk dan hancur. Sedangkan dalam musibah kebakaran, kerusakan
terhadap arsip dari jelaga, asap, racun, api, suhu udara yang sangat tinggi
dan lain-lain harus dinetralisir sesegera mungkin dengan cara dijauhkan dari
pusat bencana.

2. Penilaian tingkat kerusakan dan spesifikasi kebutuhan pemulihan yang
berkaitan dengan operasional penyelamatan, penilaian dan pemeriksaan
terhadap tingkat kerusakan dilakukan untuk menentukan jumlah dan jenis
kerusakan, media atau peralatan apa yang terpengaruh dan ikut rusak,
peralatan dan lain-lain termasuk memperhitungkan kebutuhan tenaga ahli
dan peralatan untuk melakukan operasi penyelamatan.

3. Pelaksanaan Penyelamatan
1) Pelaksanaan penyelamatan dalam bencana besar

Penyelamatan arsip vital yang disebabkan oleh bencana besar perlu
dibentuk tim penyelamatan yang bertanggung jawab mengevakuasi arsip
ke tempat yang aman, melakukan penilaian tingkat kerusakan, mengatur
proses penyelamatan termasuk tata caranya, penggantian shift, rotasi
pekerjaan, dan mekanisme komunikasi dengan pihak-pihak terkait.

2) Pelaksanaan penyelamatan bencana yang berskala kecil
Penyelamatan arsip vital yang disebabkan oleh bencana yang berskala
kecil cukup dilakukan oleh unit fungsional dan unit terkait. Misalnya
musibah kebakaran yang terjadi di suatu kantor maka pelaksanaan
penyelamatan dilakukan oleh unit kearsipan dibantu oleh unit keamanan
dan unit pemilik arsip.

r D+



-14-

3) Prosedur Pelaksanaan
Pelaksanaan penyelamatan arsip yang disebabkan oleh bencana banjir
dilakukan dengan cara:
a) Pengepakan yaitu kegiatan yang dilakukan sebelum melakukan

pemindahan arsip dari lokasi bencana ke tempat yang aman. Arsip yang
terkena musibah sebelumnya perlu dibungkus dan diikat (dikemas)
supaya tidak tercecer, baru kemudian dipindahkan;

b) P_embersihan yaitu memilah dan membersihkan arsip secara manual
dari kotoran yang menempel pada arsip, kemudia. disiram dengan
cairan alkohol atau thgmot supaya kotoran yang menempel pada arsip
dapat terlepas dan arsipnya tidak lengket;

c) Pembekuan yaitu mendinginkan sampai ke tingkat suhu minus 400 c
sehingga arsip mengalami pembekuan;

d) Pengeringan yaitu mengeringkan dengan menggunakan vakum
pengeringan atau kipas angin. Tidak dijemur padi panas matahari
secara langsung;

e) Penggantian arsip yang ada salinannya yang berasal dari tempat lain;f) Penggandaan (back upl seluruh arsip yang sudah diselamatkan: dan
g) Memusnahkan arsip yang sudah rusak parah dengan membuat Berita

Acara.
sedangkan untuk volume arsip yang sedikit, cukup dilakukan dengan cara
sederhana dengan tetap menjaga suhu antara l0o c s.d 170 c dai tingkat
kelembaban antara 25o/o s.d 35% RH. sedangkan penyelamatan arsip akibat
musibah kebakaran hanya dilakukan terhadip ..lip -ya.rg 

secara lisik daninformasi masih bisa dikenali. pembersihan arsip dlri -asap atau .ielagadilakukan dengan cara manual.

C. Prosedur Penyimpanan Kembali
Arsip yang telah dibersihkan dan dikeringkan disimpan kembali ke tempat yang
bersih dengan suhu dan kelembaban yan[ sesuai, dengan langkah-lan[kah:l. Jika tempat penyimpanan arsip vital tidak meigarami kerusafan maka

ruangan tersebut dibersihkan terlebih dahulu.
2. Penempatan kembali peralatan penyimpanan arsip vital.
3. Penempatan kembali arsip.
4. Arsip vital elektronik dalam bentuk disket, catridge, cakram Digital (cD)

disiT,r'an di tempat tersendiri dan dilakukan foimat ulang dal. dibuat
duplikasinya.

D.Evaluasi
setelah melakukan kegiatan pemulihan maka perlu dilakukan evaluasi untuk
mengetahui seberapa jauh tingkat keberhasilan penyelamatan arsip vital danpenJrusunan laporan. Kegiatan evaluasi jrg. akan bermanfaat untukmempersiapkan kemungkinan adanya bencana di kemudian hari.
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AKSES DAN LAYANAN ARSIP VITAL

A. Akses dan Layanan Internal
1. Penentu kebijakan yang mempunyai kewenangan mengakses seluruh arsip

yang berada di barvah kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
a' Pimpinan tertinggi SKPK/Unit Kerja mempunyai kewenanga., mengakses

seluruh arsip vital;
b' Pimpinan tingkat tinggi satu tingkat di bawah pimpinan tertinggi

SKPKlUnit Kerja mempunyai kewenangan mengakses arsip vital di ba*iI-,
kewenangannya atau sesuai tugas pokok dan fungsinya, namun tidak
diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan tertinggi
SKPK/Unit-Kerja yang satu tingkat dengan kewenangannya- di iuar t"g"*
pokok dan fungsinya, kecuali telah mendapatkan izin dari pimpinan tingfat
tertinggi; dan

c. Pimpinan tingkat menengah satu tingkat di bawah pimpinan tingkat tinggi
mempunyai kewenangan mengakses arsip vital di bawah keweriang""rfl"
atau sesuai tugas pokok dan fungsinya, namun tidak diberikan hak aksls
untuk informasi yang terdapat pada pimpinan tertinggi SKPKI Unit Kerja,
pimpinan tingkat tinggi dan yang satu tingkat dengan kewenangannya diluar tugas pokok dan fungsinya, kecuali telah mendapatkan izin dari
pimpinan tertinggi sKpK/unit kerja dan pimpinan tingkat tinggi.

2. Pelaksana kebijakan yaitu staf, petugas irsip, arsipais dan-pegawai yang
mempunyai kewenangan untuk mengakses ieluruh arsip yang beradl d;
bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa, tetapi tidak diberikan
hak akses untuk arsip dengan tingkat klasifikasi terbatas, rahasia dan sangat
rahasia, yang _terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan level ting]gi,
pimpinan level menengah, dan yang satu iingkat di aLs unii kerjanya t ecrlili
telah mendapatkan izin; dan

3. Pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip
pada pencipta arsip daiam rangka meiaksanakan fungsi pengawasan internal
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undan[an, seferti pengawasan
yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh utara.

B.Akses dan Layanan Eksternal
1' Publik yang belhak, mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip dengan

katagori biasa/ terbuka;
2. Pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh asip padapencipta arsip dalam rangka melaksanakan fr.rngsi pengawasan sesuaidengan ketentuan perundang-undangan, seperti pen[aw"*"., yang dilakukanoleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan 

- 
Badan }"rg.*"san- Keuangan

Pembangunan; dan
3' Aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip padapencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang

ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum.
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